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PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR
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TENTANG

PENYISTHAN PENERIMAAE PAJAX BWMI DAN BANGUNAN BAGIAN KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II CIANJUR UNTUK SUBSIDI ATAU SUMBANGAN KEPADA
PEMERINTAH DESA DAN PEMERINTAH KELURAHAN

DENGAY RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUFATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIANJUR

Yenimbang s a, behwe guna meningkatken kemsmpuan Pemorintah Desa
den FPemerintah Kelurshan dalam menyelenggarakan
pemerintahen, pembanguman dan pelayanan kepada
magyarakat, dipezlukan dukungan sumber pembiayean
yaitu melalul penyisihan sebegian hasil penerima-

* an pajak umi dan beangunan bagian Daersh Tingkat
II Cianjur kepada Merintah Desa dan Pmerintah
Kelurahan

b.bahw;bexﬁasarlqmpertimbamnpadah:mfadi -
atas, dipandang perlu segera ditetapkan FPeraturan
Dasrah tentang Fenyisihan Penerimaan Fajak Bumi
dan Bangunan Bagian Kabupaten Daerah Timgkat II
Cianjur untuk Subeidi atau Sumbangan Kepada Feme-

7 - rintah Desa dan Femerintalk Kelurahan.

Mengingat s mdang-wxianglbmrsmwutwtangm-
pokok Pemerintahan Di Daerah $
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Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemben~
tukan Daerah-daorah Kabupaten dalam Linglamgan
Propinsi Jawa Daret g

3, tndang-undang fomor 5 Tabamn 1979 tentang Femerin—
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tahan Desa 3

Thdang-umdang Nomor 12 Talun 1985 tentang Hajek
Pumi den Bangunen §

Feratursn Pemorintah Nomor 47 Talam 1985 tentang
Penbagian Hasil Fenerimaan Fajak Bumi dan Pengun—
an antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerahs

Peraturen Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Talnwm 1982
tentang Suxber Pendepatan dan Kekayaan Desa, Peng
urusan dan Pengawes:onyse §

Peraturen Kenteri Nalam Negeri Nomor 4 Tabun 1985
tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hosil Fejak
Bumi dan Bengunan j

Peraturan Menteri Dslam Negeri Nomor 8 Tahim 1990
tentang Pangelolasn Keuangan Kelursban

Keputusan Nenteri Dalam Hegeori Fomor 49 Talnm
1990 tentang Fedoman Penyisihan Fenerimaan Fajak
Dumi dan Bangunan Bagian Doerah Tingkat I dan Das
rgh Tingkat II kepada Pemerintah Desa §

Keputusen Manteri Dalam Negeri Nomor 98 Twm
1990 tentang Pedoman Pemyisihan Fenerimsan Pajak
Bumi dan Bengunan Bagian Daersh Tingkat I dan Dao
rah Tingkat II serta Pemderian Sumbengan/Bentuan
dan Pembearian Sebagian Hasil Pajak dan Retribuszi
Dgerabh kepada Peuerintah Kelurahan j

Peraturan Dserah Fropingd Isereh Tinghket I Jaws
Borut Nomor 16 Talwm 1983 tentang Sumber Pendspat

en dan Kekayaan Desa, Pengurusan Qan Pengawasan -

oya %

Peraturan Daersh Kabupeten Daexrah Tingkat IX Cian
Jur Nomor § Tahun 4976 tentang Tata Cara Membuat
Peraturan Dacrah dan Penerbitan Lembaray: Dasrah
Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur.
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DEWAN rERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAE TK.IX
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PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR
TENTANG PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
BAGIAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR UNTUK SUB-
SIDI ATAU SUMBANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA DAN PEME - -
RINTAH KELURAHANo

Bad I
KETENTUAN UMUM
Pagal 4

Dalam Peraturan Dgersh inisyung dimsksud dengan
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Daerah adalah Kahupaten Dersh Tingkat II Cianjur

Pemorintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dae =
rah Tingkat II Cianjur

Bupati Kepezla Deerah adalah Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Cianjur g

Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurabhan adalah Po~
merintah Deea dan Pemerintah Kelurahan di Linglamge
an Pemerintzh Kabupaten Dgerah Tingkat II Cianjur

APBD adalah Anggaren Fendspatan dan Belanja Daergh
Katupaten Dgerah Tingkat II Cianjur j

APPKD adalah Anggaran Fenerimasn den Pengeluaran Xs
uangsn Desa pada Desa~desa di Lingkungan Femerintah
Kabupaten Daerah Tingkat Il Cianjur

Anggaran Kelurshan adalsh Anggaran Penerimasn den
Pengaluaran Xeuangazn Kelurszhan pada Kelurahan-keiu-
rahan di Lingkungan Pemerintah Kobupaten Daarah
Tingkat II Cianjur j

Pajak Bumi dan Bangunas adalah Pajsk Atas Bumi dm
atau Bangunan yang berada di Wilayah Deerah dari se
tiap Orang atau Haden yang secara nysta mempunyai
suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat
atas bangunan j

i, Penyisihan eeescse
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i, Penyisihan adalah Pemisahan Dana dari realisasi penda -
paten pajak bumi dan bangunan bagian Kabupaten Daersh
Tngkat II Cianjur

js Subsidi atau Sumbangen adalsh Pemberian dana dari Peme~
rintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur kepads Peme-
rintah Desg dan Femerintah Kelurshan.

BAB II

BESARNYA PENYISIHAN DARI PENERIMAAN
PAJAX BUMI DAN BANGUNAN

Pasal 2

(1) Penerimasn Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah
Daerah disisihkan sebesar 104 (sepuluh persen) sebagsi

subsidi ateu/sumbangan dari Pemerinteh Daerah kepada
Foamerintah Desa dan Pemerintah Keluxahan.

(2) subsidi atau sumbangan sebagaimana dimaksyd peda ayat
(1) Pasal ini dianggarkan dalam Anggaran “endapatan
dan Belanja Daerah.

(3) Ferhitumgan besarnya subeidi atau sumbangan sebagaima~
na dimeksud syat (%) Pasal ini didasarkan kepada besar
nys realisasi pendapatan 2 (dua) tahun sebelumyae

T BAB III
ALOXKASI DAN TATA CARA PENYALURAN
Pasal 3

(1) Alokasi penerimsan sebegaimana dimaksud pada Pasal 2
ayat (1) Peraturan Dsorah ini diatur dengan mempertim-
bangkan kelanocaran penyelenggaraan pemerintahan,.peme—

rataan pembanguman dsn peningkatan relayanan kepads ma

syarakat.

(2) Tata cara penyaluran dana sebagaimana dimaksud peds
ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Dae -

(3) Besar seeccccce
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(3) Besar subsidi atan sumbangan ditentukan berdasarkan klasi
fikgei kemempuan kouangan pemerintah desa dan pemerintash
kelurahan yang penstapannya dilaksanaken paling lambat ak
hir triwulan III pada setiap Tahun Anggaran.

BAB IV
PENERIMAAN DAN PENCELUARAN
Pesal ¢

Hasil penerimsan sebegeimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1)
dan Pasal 3 ayat (3) Feraturen Daerah ini, dicantumkan d&alam
APPEKD untuk Femerintah Desa den dslam Anggaran Kelurshan umtuk
Pemerintah Keluraban.

Fasal 5

Mubaaammdmakmﬂpadamzmt(ﬂdmhm 3
ayat (3) Peraturan Deersh ini, digunekan untuk penyel
Pemerinteben, Pembengunan dan Pelayanan kepada masyarakate

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

‘ﬁ;i-balyangbelmoumpdiaturdalm Yeraturan Daerak ini se-

Panjang mengenai teknis pelaksanaannye, diatur lebih lanjut
oleh Bupati Kepala Deaerah.

Pasel 17
Peraturan Daerah ini mulaji berlaku pada tanggal diundangkan.

Cianjurs 13 Aprildl  1994.

DEVAN PERWAKILAN BAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAK TINGKAT II
KABUPATEN DAERAH TX.II CIARYUR _ CIANJUR,

o Ketugg
Cap/ttd.- Cap/ttde-
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Feraturen Dasrah ini disahkan olekh (ubermur Kepala Ieerah
Tingkat I Jawa Barat dengun Surat Ke tanggal 20
Juli 994 Nomor $88.342/5K.13 9%

QUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT,

Cap/ttd.-

Re NURIANA

Diundangkan delsm Lembaran Daerah Kabupaten Dasrah Ting-
ket II Cianjur tanggal 25 Juli 1994 Nowmor 7 Tebun 1994

Utgpetante—
NIP s 480 042 958



PENJELASAN

Atas :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il CIANJUR

NOMOR : 4 TAHUN 1994.

TENTANG :

PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN KABUPATEN
TAERAH TIKGKAT II CIANJUR UNTUK SUBSIDI ATAU SUMBANGAN KEPADA
PEMERINTAH DESA DAN PEMERINTAH KELURAHAN

I. PENJELASAN UMUM.

Ssbagaimana pelaksanaan Pasal 21 huruf b adang-undang No
por 5 Tahwn 1979 tentang Pemerintahan Desa Joe. Feraturan Mente-
i Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan
dan Kekayaan Desas Pengurusan dan Pengawasamnya serta Keputusan
Menteri Dalam Negeri NHomor 49 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyi-
sihan Penerimaan Pajak Bumi dan Banguran Bagian Daerah Tingkat
I dan Deerah Tingkat II kepada Femorintah Desa dan Keputusan -
Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyi-
sihan Penerimesn Pajak Bunj. dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat
I dan Daerah Tingkat II dan Pemberian Sumbengan/Bantuan serta
Pemberian sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Fo -~
merintah Kelurahan, perlu ditetapkan besarnya penyisihan pene =

rimasn Pejak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I Xepada
Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahane

Penetapan Peraturan Daerah ini Juga diperlukan dalam rang
ka meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelu -
rahan dalam penyelenggaraan tugas—tuges pemerintahan dan pemba-
ngunsn di Desa dan Kelurshan secara berdayaguna dan berhasilgue
na serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan
tingkat perkembangan pembangunan di Desa dan Kelurzhan,.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 3 Cukup jelas.
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Pasal 2 ayat (1)

ayat (2) dan (3)
| l’ual 3 ayat (1)

ayat (2)

2

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangun
an basgian Kabupaten Dasrah Ting-
kat IXI Cianjur disisibkar sebe -
sar 104 (sepuluh persen) dari
pendapatan bersih wntuk subsidi/
suabangan kepada Femerintah Desa
dan Pemerintah Kelurahan.

Subsidi/sumbangan tersetut dibe-
rikan kepada Pemerintak Dlesa dan
Pemerintah Kelurshan dalam Wila~-
yah Kabupaten Dunerabh Tingkat I1I
Cianjur dengan mempertimbengikan

gas pemerintahan dan paubwgmn
sexta peningkatan pelayenan ke -
pada masyarskat.

301880

Yang dimaksud dengan pemersitaan
adalah Pemoerataan dalan pelaksa-
nasn pembangunan itu sendiri
agar semus Desz/Keluraban dapat
maubangun wileyahnya, sehinggs
tidak terjadi adanya kesenjangan
pembangunzn Desa/Kelurshan yang
satu dengan yang lainnyu.

Dalam pelaksansan pengalokasisn-
nya dengan memperhatikan Desa,/Ke
lurshan assl sumber, ohyek/sub -
yek Pajak Bumi dan Bangunan seiw
ta obyek pambansvmanm itu sen~
dirie

Culuy jalase

ayat (3) sednsse



ayat (3)

Pasal 4

Pasal 5 s8/d Pasal 7

3

8 Sesual dengan kenyataan yang ada di

Wilayah Kebupaten Daerah Tingkat II
Cianjur kemampusn mengurus rumah
tangga Desa dihubungkan dengan kon-
disi sumber daya yeng ada.

Atas dasar hal tersebut peranan Pe-
merintah Dasrah sangat dibutubkan
untuk dapat lebih mempertimbangkan
pemberian subsidi kepada Desa dan
Kelurahen tersabut.

Kebijaksanaan Pemerintah Daerah ten
tang pemberian subsidi ini selain
akan memperbitungkan luas wilayah,
tingkat ketutuhan akan danas pemba -
ngunan juga akan mempertimbangkan
sajauh mans Pemerintah Dess dan Ke-
lurahan terdebut memberikan dukunge
an terhadap tugas dan tanggung ja -
wab yang telah dibebankan oleh Feme
rintah Dasrahe.

Uaduic pedaman pengelolaan keuangan
Kelurahan ditetapkan dalam Peratur-
an Deerah tersendiri.

3 Cukup jelase



